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P U T U S A N 

Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg 

 

     DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam 

persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai 

Talak antara:  

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan 

Pensiunan, tempat kediaman d/a. Ibu Sdr di Kota Bandung, 

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tina 

Yulianti Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor 

Hukum Tina Yulianti Gunawan, S.H., beralamat di Jalan 

Sulaksana Baru I No. 6 Kota Bandung, berdasarkan Surat 

Kuasa Nomor 373/SK/TYG/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 

dan telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan 

Agama Bandung Nomor 614/K/2020 tanggal 4 Juni 2020, 

dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi sekarang Pembanding; 

melawan 

Terbanding, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, 

pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Bandung, 

dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi sekarang Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang 

berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;  

DUDUK PERKARA  

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang 

SALINAN 
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dijatuhkan Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg 

tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 

Hijriyah yang amarnya  berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Konvensi: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 

2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Terbanding) untuk menjatuhkan   

talak 1 (satu) raj’i  terhadap Termohon  konvensi (Pembanding) di depan 

sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

Dalam Rekonvensi: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 

2. Menghukum Tergugat rekonvensi (Terbanding) untuk menyerahkan 

kepada Penggugat rekonvensi (Pembanding) berupa: 

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 

2.2. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta 

rupiah); 

3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan 

selebihnya; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 

Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat 

Rekonvensi sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu 

rupiah); 

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 14 Mei 2020 

dalam sidang yang terbuka untuk umum pihak Pemohon dan Termohon 

hadir di persidangan; 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya 

disebut Pembanding keberatan dan  mengajukan permohonan banding pada 

tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan 

Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Bandung dan permohonan banding tersebut telah 

diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada 

tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 2 Juni 2020; 
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Bahwa  kepada Pembanding telah diberitahukan Relaas Untuk 

Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) pada tanggal 2 Juni 2020, akan 

tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh  Panitera Pengadilan 

Agama Bandung Nomor  Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 17 Juni 2020 

Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage); 

Bahwa  kepada Terbanding telah diberitahukan Relaas Untuk 

Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) pada tanggal 29 Mei 2020 dan 

tanggal 2 Juni 2020, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg 

tanggal 17 Juni 2020 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas 

perkara banding (inzage): 

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal      

4 Juni 2020 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama 

Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 04 Juni 2020 yang isi 

pokoknya sebagai berikut: 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menerima Memori Banding PEMBANDING seluruhnya; 

2. Menolak dan menganulir Putusan Pengadilan Agama Bandung  Nomor: 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Bdag pada bagian Rekonvensi  nomor: 3 dengan 

MENGADILI SENDIRI: 

a. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT REKONVENSI/ 

TERMOHON KONVENSI untuk membayar nafkah lampau/nafkah 

tertunda sebesar Rp. 2.160.000.000,- (Dua Milyar Seratus Enam 

Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika kepada PEMBANDING 

semula PENGGUGAT REKONVENSI”; 

b. Menghukum TERBANDING untuk mengganti/membayar biaya 

pengobatan kepada PEMBANDING sebesar Rp. 3.000.000.000,- 

(Tiga Milyar Rupiah) secara tunai dan seketika; 

c. Menghukum  TERBANDING  semula TERGUGAT REKONVENSI 

untuk mengembalikan uang hasil sewa 2 (dua) unit kios Gateaway  

sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah) 
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secara tunai dan seketika kepada PEMBANDING semula 

PENGGUGAT REKONVENSI; 

3. Biaya menurut hukum. 

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding pada tanggal 5 Juni 2020 dan atas memori banding tersebut 

Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat 

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 17 Juni 2020;  

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Juni 2020 dengan 

Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua 

Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/2205/Hk.05/VI/ 

2020 tanggal 24 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada 

Pembanding dan Terbanding; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam 

tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 

7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini 

secara formil harus dinyatakan dapat diterima. 

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding 

sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat 

Banding (MHTB) menyatakan tidak sependapat dengan apa yang telah 

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) 

dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut; 

DALAM KONPENSI 

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan 

permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Bandung dengan register Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 22 

November 2019 dengan mencantumkan identitas Termohon sebagai berikut: 

Nama Pembanding, NIK: xxx, tempat tanggal lahir di Sukoharjo 12 
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September 1963, (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.2, 

pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 

Desember 2019 Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak 

menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Dalam relaas panggilan tanggal 5 

Desember 2019 jurusita pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang 

dibacakan dalam sidang menyatakan bahwa Termohon tidak dikenal di 

daerah tersebut dan kuasa hukum Pemohon menyatakan akan mencari 

alamat Termohon, lalu sidang diundur ke tanggal 2 Januari 2020. Pada 

sidang tanggal 2 Januari 2020 Termohon tidak datang lagi, apakah 

Termohon dipanggil atau tidak, tidak jelas karena dalam berita acara sidang 

tanggal tersebut sama sekali tidak ditemukan relaas panggilan untuk 

Termohon. Pada saat itu kuasa Pemohon hanya menyatakan telah 

ditemukan alamat Termohon yaitu di d/a. Ibu Sdr di Kota Bandung, kuasa 

Pemohon pada saat itu hanya memohon agar Termohon dipanggil di alamat 

tersebut, lalu sidang diundur ke tanggal 16 Januari 2020;  

 Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Januari 2020 Pemohon 

dan Termohon datang menghadap di hadapan sidang, kemudian sidang 

diundur ke tanggal 30 Januari 2020 dan pada saat itu dibacakan surat 

permohonan tertanggal 22 November 2019 yang mencantumkan alamat 

Termohon tetap berada di wilayah Jakarta Pusat tersebut di atas dan 

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; 

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pemohon tetap pada 

permohonannya juga termasuk alamat Termohon seperti tercantum dalam 

permohonan yang tidak pernah diubah/diperbaiki oleh Pemohon yakni di 

Kota Jakarta Pusat, DKI. Jakarta; 

Menimbang, bahwa dengan tetapnya alamat Termohon sebagaimana 

tercantum dalam surat permohonan yang merupakan fakta dalam berita 

acara sidang, sehingga secara faktual alamat Termohon berdasarkan berita 

acara sidang yang sah menurut hukum adalah alamat yang tercantum dalam 

surat permohonan yang dimuat dalam berita acara sidang karena kuasa 

Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya sebagaimana 



 

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg 

 

tersebut dalam berita acara sidang tanggal 30 Januari 2020; 

Menimbang, bahwa ternyata MHTP juga dalam putusan a quo telah  

mencantumkan alamat Termohon yang berbeda dengan alamat Termohon 

yang tercantum dalam surat permohonan tersebut tanpa dasar fakta yuridis 

karena tidak pernah ditemukan dalam berita acara sidang bahwa Pemohon 

mengubah alamat Termohon, bahkan berita acara   sidang tanggal 30 

Januari 2020 menyatakan tetap dengan permohonannya, artinya Pemohon 

tetap mempertahankan alamat Termohon sebagaimana tercantum dalam 

surat permohonannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, MHTB 

berpendapat bahwa alamat Termohon tersebut menjadi tidak jelas dan tidak 

tegas sebenarnya Termohon tinggal dimana? Apakah di alamat 

sebagaimana tercantum dalam surat permohonan atau yang di alamat yang 

oleh kuasa Pemohon agar majelis Hakim memanggilnya. Dengan demikian 

surat permohonan tersebut dikatagorikan sebagai permohonan yang obscuur 

libel, karena sama sekali tidak menyebutkan alamat Termohon secara jelas 

dan tegas. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan  tidak 

dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard/N.O); 

DALAM REKONPENSI 

 Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konpensi 

dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan Penggugat Dalam 

Rekonpensi karena sifatnya asesor dengan tuntutan Konpensi dengan 

sendirinya harus dinyatakan tidak dapat diterima pula; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding tidak dapat 

dipertahankan lagi dan  harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang 

amar putusannya sebagaimana dalam putusan ini; 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
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Peradilan Agama sebagaimana telah diubah  dua kali  terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009  Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka 

biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon dan 

pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding; 

 

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-

peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat 

diterima; 

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding; 

Dengan mengadili sendiri: 

Dalam Konpensi: 

-  Menyatakan permohon Pemohon tidak dapat diterima (Niet 

Onvanklijke verklaard/NO); 

Dalam Rekonpensi: 

-   Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

Onvanklijke verklaard/NO); 

Dalam Konpensi dan Rekonpensi: 

-  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat pertama sejumlah Rp466.000,00  (empat ratus enam 

puluh enam ribu rupiah). 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah). 

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 

Masehi,   bertepatan   dengan   tanggal 17 Dzulqo’dah 1441 Hijriyah   oleh    

kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Fatoni 
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Iskandar, S.H, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing 

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 24 Juni 2020 

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat 

banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqo’dah 1441 Hijriyah   dengan didampingi    

para Hakim  Anggota  tersebut dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai 

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Termohon Konpensi/Penggugat 

Rekonpensi/Pembanding dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/ 

Terbanding; 

Hakim Anggota     Ketua Majelis 

 

Ttd.       Ttd. 

 

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.  Drs. H. Muslih Munawar, S.H. 

Hakim Anggota                     

 

Ttd. 

        

Drs. H.  Rd. Mahbub Tobri, M.H.            

Panitera Pengganti 

 

Ttd. 

 

Drs. Sidik Widyaksa 

Biaya Perkara:                                                                   

1. Biaya Pemberkasan, ATK dll :   Rp134.000,00 

2. Biaya Redaksi   :   Rp  10.000,00                     

3. Biaya Meterai   :   Rp    6.000,00 + 

    Jumlah    :   Rp150.000,00 
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